BERITA DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO

NOMOR : 73 TAHUN : 2018

PERATURAN BUPATI KULON PROGO
NOMOR 72 TAHUN 2018

TENTANG

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH
KABUPATEN KULON PROGO TAHUN 2017-2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka  mewujudkan
birokrasi pemerintahan yang bersih dan
bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme,
akuntabel, netral, profesional, dan mampu
melayani publik, perlu menyusun Road
Map Reformasi Birokrasi;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan
sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Road

Map Reformasi Birokrasi Pemerintah
Kabupaten Kulon Progo Tahun 2017-2022;



Mengingat

Menetapkan :

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten
dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta
sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 18 Tahun 1951;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan
Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah
diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950
tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-
Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari
Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di
Djawa  Timur/Tengah/Barat dan Daerah
Istimewa Jogjakarta;

5. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010
tentang Grand Design Reformasi Birokrasi
2010-2025;

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37
Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan
Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah
Daerah;

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11
Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi
Birokrasi 2015-2019;

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG ROAD MAP
REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH
KABUPATEN KULON PROGO TAHUN 2017-2022.



BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Reformasi Birokrasi adalah wupaya untuk
melakukan pembaharuan dan perubahan
mendasar terhadap sistem penyelenggaraan
pemerintahan terutama menyangkut aspek-
aspek kelembagaan (organisasi),
ketatalaksanaan (business process), dan

sumber daya manusia aparatur.

2. Grand Design Reformasi Birokrasi adalah
rancangan induk yang berisi arah kebijakan
pelaksanaan reformasi birokrasi nasional

untuk kurun waktu 2010-2025.

3. Road Map Reformasi Birokrasi adalah dokumen
dalam bentuk operasionalisasi Grand Design
Reformasi Birokrasi yang disusun dan
dilakukan setiap S (lima) tahun sekali dan
merupakan rencana rinci  pelaksanaan
reformasi birokrasi dari satu tahapan ke
tahapan selanjutnya selama 5 (lima) tahun

dengan sasaran pertahun yang jelas.

4. Rencana Aksi adalah langkah-langkah rinci
yang diambil untuk mencapai tujuan dan
target jangka panjang dan/atau jangka pendek.

S. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.

6. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai
unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah
yang memimpin pelaksanaan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan

daerah otonom.
7. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.



Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini yaitu
sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam
melaksanakan Reformasi Birokrasi.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini yaitu
untuk memberikan arah pelaksanaan reformasi
birokrasi di lingkungan Pemerintah Daerah agar
program kegiatan yang telah disepakati dapat berjalan
secara efektif, efisien, terukur, konsisten, terintegrasi,
melembaga dan berkelanjutan dalam mendukung
akselerasi pencapaian visi dan misi Pemerintah
Daerah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah Tahun 2017 — 2022.

BAB II
ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI

Pasal 4

(1) Road Map Reformasi Birokrasi digunakan sebagai
dasar pelaksanaan reformasi birokrasi di
lingkungan Pemerintah Daerah,;

(2) Road Map Reformasi Birokrasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) disusun sebagai acuan
untuk melaksanakan reformasi birokrasi di
lingkungan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo
untuk lima tahun mendatang, serta untuk
memberikan arahan mengenai perubahan yang
ingin dilakukan untuk mencapai sasaran
reformasi birokrasi Pemerintah Kabupaten Kulon
Progo.



(3) Road Map Reformasi Birokrasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) berkedudukan dan
berfungsi  sebagai dokumen = perencanaan
pelaksanaan reformasi birokrasi bagi Perangkat
Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 5

(1) Road Map Reformasi Birokrasi disusun dengan
sistematika sebagai berikut:
A. RINGKASAN EKSEKUTIF;
B. PENDAHULUAN; dan
C. KONSOLIDASI RENCANA AKSI PROGRAM
DAN KEGIATAN REFORMASI BIROKRASI
(2) Rincian Road Map Reformasi Birokrasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku untuk Tahun
Anggaran 2018.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan

penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten
Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates
pada tanggal 1 November 2018

BUPATI KULON PROGO,
Cap/ttd

HASTO WARDOYO
Diundangkan di Wates

pada tanggal 1 November 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO,

Cap/ttd
ASTUNGKORO

BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
TAHUN 2018 NOMOR 73









